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Pendahuluan

• Policy brief ini dimaksudkan sebagai 
bahan acuan pemerintah daerah non 
penghasil tembakau/rokok untuk:
–melindungi masyarakat dari paparan asap 

rokok melalui upaya pencegahan dan promosi 
kesehatan 

–menyelamatkan keuangan daerah dari 
pembiayaan kesehatan berbagai penyakit 
yang dipicu oleh rokok. 



Tobacco epidemic in Indonesia  

Tobacco use prevalence: 67.4 % in males and 4.5% in females

>61 million smokers live in Indonesia 

97 million Indonesian non-smokers are regularly exposed to 

secondhand smoke

43 million Indonesian children are regularly exposed to 

secondhand smoke

>235,000 people die every year due to tobacco smoke

Source: GATS 2011 Indonesia, Ministry of Health, RI



Prevalensi Perokok Harian di Indonesia

Sumber: Riskesdas 2010, Kementerian Kesehatan RI



Lokasi Second Hand Smoke

Source: GATS 2011 Indonesia, Ministry of Health, RI



Dampak Terhadap Kesehatan

Second-Hand Smoke



Dampak terhadap Keuangan Negara

• Penerimaan Negara dari cukai rokok pada 
tahun 2010 mencapai Rp. 63,2 Triliun, 

• Total kerugian ekonomi yang ditimbulkan 
rokok pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 
Rp. 245,41 Trilliun 



Rekomendasi

1. Kebijakan: 

– Menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR)

• UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 115, 
ayat (2), dan  Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012
pasal 52 

• fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar 
mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, 
angkutan umum,  tempat kerja, dan tempat umum. 

– Pelarangan iklan serta promosi rokok dalam 
bentuk apapun.



• Mendorong Pemerintah Pusat untuk
aksesi FCTC.
(1) Peningkatan pajak cukai tembakau; 
(2) Pelarangan iklan rokok; 
(3) Penerapan kawasan tanpa rokok yang 

komprehensif; 
(4) Peringatan kesehatan bergambar pada

bungkus rokok; 
(5) Membantu orang yang ingin berhenti

merokok; 
(6) Pendidikan masyarakat.

Implikasi dan Rekomendasi….



2. Pemberdayaan Masyarakat:

– Pemberian informasi kesehatan yang benar dan 
pembentukan pendidik sebaya  di kalangan remaja 

– Mendorong gerakan rumah bebas asap rokok 
untuk melindungi perokok pasif 

• Deklarasi sosial:
– Tidak merokok dalam rumah

– Tidak merokok dalam pertemuan

– Tidak menyediakan asbak

Implikasi dan Rekomendasi….



3. Kesehatan:

– Mengembangkan Klinik Berhenti Merokok 

• Dari 70% perokok yang ingin berhenti merokok, hanya 
46% yang berusaha berhenti merokok dan hanya 3% 
yang berhasil berhenti merokok tanpa bantuan orang 
lain. 

– Mendorong perhatian dari tenaga kesehatan 

• Peran dokter dan catatan medis

• Anjuran berhenti merokok

• Prosedur baku layanan kesehatan 

Implikasi dan Rekomendasi….



Tindakan yang tepat oleh
Pemerintah Daerah dapat

melindungi masyarakat dari
paparan asap rokok dan

menyelamatkan keuangan
daerah dari pembiayaan

kesehatan berbagai penyakit
yang dipicu oleh rokok. 
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